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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, menteri/pimpinan lembaga  sebagai
pengguna anggaran/pengguna barang kementerian
mempunyai tugas menyusun laporan keuangan;

bahwa untuk menjamin keseragaman dalam
penyusunan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu disusun kebijakan
akuntansi sebagai pedoman baku dalam penyajian
laporan keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia tentang Kebijakan Akuntansi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja  Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855 );

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua
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Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 91/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang
Bagan Akun Standar;

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor MHH-05.PL.04.10 Tahun
2009 tentang Pembentukan Unit Penatausahaan
Barang Milik Negara di lingkungan Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
233/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya;

2. Arsip Data Komputer, selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data
berupa flashdisk atau media penyimpanan digital lainnya yang
berisikan data transaksi, data buku besar, data barang dan/atau data
lainnya;

3. Barang Milik Negara, selanjutnya disingkat BMN, adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

4. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode;

5. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan
yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode
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